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Perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo Ditarget Mei  

 

   

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id   Senin,29/04/2024 

 

BONTANG – Titik ambles di Jalan Cipto Mangunkusumo segera diperbaiki. Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Edy Prabowo 

mengatakan, anggaran untuk perbaikan telah siap sekitar Rp1,7 miliar. 

“Insyaallah tahun ini sudah dilaksanakan,” katanya. Disebutkan dia, pembongkaran 

jalan gorong-gorong menggunakan box culvert. Lebarnya sekitar 1,5 meter. Jalan pun 

akan dicor dan diaspal. 

Lebih lanjut, pemasangan box culvert. Juga dilakukan pada satu sisi jalan lainnya. Hal 

itu dilakukan untuk meminimalisasi longsoran seperti yang terjadi di jalan yang saat ini 

ditutup. “Termasuk jalan yang sekarang masih bagus, itu juga harus diganti,” sebut dia. 

Ia menuturkan, pihaknya telah menyodorkan unit pekerjaan ini ke Unit Layanan 

Pengadaan (ULP). Namun sempat terjadi kerusakan server, sehingga harus menunggu. 

Jika demikian, pihaknya menargetkan awal Mei telah berkontrak. Adapun durasi waktu 

pengerjaan sekitar tujuh bulan. “Jadi akhir November ditarget sudah rampung,” 

pungkasnya. (kpg/kri/k8) 

 

Sumber berita:  

1. Kaltimpost, Perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo Ditarget Mei, 29/04/24 

  

Catatan: 

1. Dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan diatur sebagai berikut: 
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(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi 

penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. 

(2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi 

penyelenggaraan jalan kota. 

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, 

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.   

2. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penentuan lokasi, 

pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan 

perlengkapan jalan pada jalan daerah harus sesuai dengan peruntukan. 


